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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengelolaan belanja 

bantuan sosial di Dinas Sosial Provinsi NTT tahun anggaran 2016-2018 yang 

diberikan oleh pemerintah Kota Kupang ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Anggota masyarakat atau kelompok masyarakat atau kelompok organisasi 

kemasyarakatan yang ingin membutuhkan dana belanja bantuan sosial 

harus terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan kepada 

pemerintah daerah. 

2. Proposal yang telah diajukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kelengkapan proposal yang telah dibuat dan diajukan oleh kelompok 

masyarakat atau kelompok organisasi. 

3. Pemberian dana belanja bantuan sosial tetap disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan dari pemerintah tiap tahunnya dan diberikan secara 

selektif sesuai proposal yang telah diajukan. 

6.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan serta kesimpulan yang 

telah disampaikan dalam penelitian saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk Dinas Sosial Provinsi NTT agar menjaga dan meningkatkan 

kesejateran masyarakat maka pemerintah harus selektif dalam pengelolaan 

anggaran belanja bantuan sosial.  
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2. Dalam pemberian belanja bantuan sosial  pemerintah daerah harus tetap 

mempertahankan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk 

masyarakat berdasarkan peraturan yang ada. 

3. Pemerintah harus lebih selektif dalam melihat proposal permohonan yang 

diajukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok organisasi, agar 

anggaran belanja bantuan sosial yang ada dapat diberikan secara tepat 

sehingga dapat diterima dan dirasakan oleh semua masyarakat yang 

membutuhkan dana belanja bantuan sosial tersebut. 
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